KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020 - 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Sesuai PKPU Nomor 8 tahun 2019 bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU

Kabupaten bertugas sebagai berikut:

Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran

Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di kabupaten berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan

Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK,
PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya

Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi

Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan
memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah
dan menetapkannya sebagai daftar pemilih

Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu
anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota
DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten yang bersangkutan berdasarkan
berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK

Membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya
kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi

mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi
jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan
membuat berita acaranya

menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu
Kabupaten

menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas

dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat



k.
L.

melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau

ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten berwenang :

n.

menetapkan jadwal tahapan Pemilu di kabupaten

membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya

menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu
anggota DPRD kabupaten berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK
dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara
menetapkan Keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota
DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya

menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK
dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu,
putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten, dan/atau ketentuan
peraturan perundang-undangan

melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau
ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten wajib :

melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu
memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara

menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat
melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan
Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi

mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan
penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten
dan lembaga kearsipan kabupaten berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU
dan Arsip Nasional Republik Indonesia

mengelola barang inventaris KPU Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan
perundangundangan

menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada

KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi



membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten dan ditandatangani
oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten

melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten

menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada
tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah
rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten

melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan
dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

melaksanakan putusan DKPP

menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS
melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau

ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil

Wali Kota, KPU Kabupaten bertugas dan berwenang :

h.

merencanakan program dan anggaran

merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota

menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi

menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya
mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU
Provinsi

menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati

memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan

diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:



m.

1.

Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih

menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
menyampaikannya kepada KPU Provinsi

menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wali Kota
yang telah memenuhi persyaratan

menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari
seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan

membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan
suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu
Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi

menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan
mengumumkannya

mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
terpilih dan dibuatkan berita acaranya

melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur
dan kepada KPU melalui KPU Provinsi

menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan
dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan

mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK,
anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabu
paten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya
tahapan  penyelenggaraan pemilihan  berdasarkan rekomendasi  Bawaslu
Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan
tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat

melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi

melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota



u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil
Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota
v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi,

dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU

Kabupaten/Kota wajib:

a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat waktu

b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara

c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat

d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan

e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada
Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi

f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan
penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan
Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU
Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi

1.  membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

J.  menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota
kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di
kabupaten/kota

k. melaksanakan Keputusan DKPP
|. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau

ketentuan peraturan perundangundangan



nmyedag suek uenualay|
uep uelnjeld rensas [empel uep uedeye ]|
ueSUIp 1BNSOS UBLI]IULID J/WUNWI[] UBYI[IWD ]

mye}12q
Fuek uenjuazay uep [empel ueSuap
[BNSIS UBYI[IWDJ /WINW () UBYI[IWD]

ueideq ‘qng enwag ueele§3uajoAusd ueiseyaqay 1exsul ] yejung o 001 ueeIeSSua[o ud J 9SBIUSID ]
leoue|
uep [epuey ‘uewe uek ISPULIOJU]
ISBULIOJU] UBP BIE(] Igdue| UBD [BPURY ‘UBWIE WIDISIS YMun [SeULIOju] 1I50[0wyd |
‘ueeueoualad ‘Seg ‘qng Suek sewrrojur waysis ueeundguad asvIudsIag A 001 BUBIESEI] UBP BURIES ISBIUISIDJ Ise159juLd)
uejnfuejayiaq ereods jey1a) yeyrd BUEA JSCULIGIUT [3O]0UE] SIseqisy
' . ' ' Wwinwip) ueyIjiuwe ueeuesyejad
iseutiogu] uep eeq|  -1eurd uep exeredsewr ueynsew uep uedeSSue | uenfue[ayIaq vIL22s YI[Iwa eled [SEIUOLINYOP L1138 ISEULIOFUL UEP
‘uepueoUdIag ‘Seg ‘qng| Mep YI[Iwa  vleq Iseutiojur yejwnl ueuipueqiad A 08 URIT{RINWDJ URYNYR[OW ISLIUISID ] m.:% ueejopa8uad a,tum_w J:‘_n_z d
) (Ld@) deso L yiiudd Jeyedl)  ypuekepoq Jepuerg ueuop rensos
ISBULIOJU] UBP BIB(] (Id ) snsnyyf yijruag Jeye yepwnl uesuap wejep ynsejy NeptL ideio | yIway| Suek uenjiuodoy ueeredSusjofuad
‘ueeueoualiag ‘Seq qng| (Ldd) ded [ yrwag seye yejunl ueduipueqiag A 08 yeydaq Suek I g 9SeIuasia ] iseurpiooy eAupnfnmiog| ¢
ISBULIOJU] UBP
BE(] ‘URRUBDUDIDJ ‘Teg ‘qng
s i UBYI[IWJ/WNtu() URYI[IUdJ BIBNG UBINFUNWOJ uByIIuag
‘njiuag eredsusakusg wefep seyqiqestq yijiwad yejun( ueSuop JuInui) ueyIiuad wejep seyiqesicq
" suyay Fegqng | seaqiqesiq yiid sjey eunSfuad ejel-erer osejuasiod 0 4] yIjua  1sedisnied osejuasid
ISBLULIOJU] UBp
BlR(] ‘uBRURIUALD] ‘SR qng
sewnyy vep tsedisnieg ueyIiuL/wnuir) ueyiiuad ueyiyiad
ey e wepep uendwarag yrpiwad yeqwnl ueduap) junui) ueyiiuua wepep uendwaia
" sunpy Seg qng  _ [uendwarag yipid ey eun33uad ejei-eiel osejuasIog 0 ¢y o 1sedisiie J 9seiuasio]
ISBULIOJU] uep jeyereAsew
pIR(] ‘UBRURIUAIR] By ‘qng uestde] yrunjas ymun 153ury
sewny uep isedisiieg ¢ : :
‘npiwag eIERBUSPAU ereng uengunwo wepep yijrwad yejun| ueIIdJ/unui) ueyijiuadd| Suek isenjowa(] uep uenjiuuaday]
" sunp ‘Seq qng ueguap yrid yey eun3zuad vieI-vlRL 9SBIUSSID, 9%, c8 wiefep yijuag 1sedisiied asejuasiog|  YIruuad ueiepesay] eAupnmming| g
emon) udjednges] NdY Yelem
sewny uep 1sedisnied| p pjiruip Suek ynrjod reyed reuaduaw [SBULIOJUL yiqnd eped ueyrseyigndip SejI[eny1aq uep
‘npuuag eredfusjeAusg| yningos yejuml ueSuop yiqnd eped ueyisesqndip uep aigepynu Suek yoijod, [epue Suek ynijod reued reuasudw
siuya |, ‘Seg "qng| Suek yurjod reyed 1seuttojur yepunl ueSurpueqiad 0% 001 tened 1euaSuoul ISBULIOJUT 9SBIUASId ISBULIOU] WwolsIg vAuUpnmia | |
AVMVIONNIONVNEL NVONNLIHONAd NVALVS | LADYVL NVHVSVS HOLVIIANI SIDALVULS NVHVSVS ON

ewre)() eliauny 10jexqIpuy g




Was
uep wony ueiSeq ‘qng -
sewnp| uep 1sedisnred

‘nnuuag  eie35udjekudg

J1oUINU] BIPAW IN[E[ow undnew
SunsSue[ I1R0SS Y1vq UBYLIAGIP Suek ISRULIOJU]

Niqng Iseutiojul ueeIpaAuduw urejep

suppp],  “Seg ‘qng - | depeyioy yiqnd uesendoy ueseSEPIoq 0SBIUISID A 001 HIAr uep qidd ueuedejad asejuasiog
SEIISnoialip (e
yspsiSoT uep wnwy  [uek ueerpasiad ejep ue3uap rensas eieSoN I ‘uelojueyIa ] Sejjise,]
‘ue3uenay] uerSeq ‘qng  (Suereg ueiode] eped UuBNIBSEPIaq OSBIUISID{ % 001 uep ueje[eIad uBynuauad SeIUISID]
‘uedisieay yeprey uedeiouad uesuap
}S1ISIS0 UBp winwip) 1ensas disry ueejo[oSudJ 9sLIUASIOJ
‘ueSuenay] ueiseq ‘qng disry ueiode eped uesiesepioq asejuasIog % 001
“ISBI[ISUOM2IIP [B[2) -owreud() Y2018 uBIvSEpIAg
ysnsi3o uep wnuwi)  [Sued ueerpasiad eiep ueSudp 1ensas eIeTIN I[N 19SSV UBRIPASId]
‘ueSuenoy] ueiseq 'qng  [Sueieg ueiode] eped ueMIBSEPIOQ 9SBIUSIDJ % 001 uelode] uBUNSNAURJ 2SBIUASIO]
RUBLEER
yusiso] ueejo[pdua uawmyo(]
uep disry ISEUIoju] UBBIPsSIaDY
uep YNs1807 uee[0[25UdJ
}SnsISoT uep wnuin) UBUIIUdJ/N[IWAJ YNSIZ0T Iepur)§ udwWMo(g ISENSIUIWUPY ‘NIuad yNsiSo]
‘ueSuenay] ueideq ‘qng |uep uwvrode] eped uedIesEpIoq  OSBIUASIY] % 001 IEPUBIS UBUNSNAUD J 9SBIUASIO
ueIojuEyId
SEJI[ISE,] UEP UBIB[EIO] UBLNUILD]
eAupnnmia ] euRg “10jURYy|
UeBIRYI[IWJ URp [BUOISEIAQ)
v119s disry UBIR[IUd] UBp
UBBIEPUD ‘URBIRUDJ SBII[IqRIunyy
uep (oweud() 3o01g) ueRIPAsIag
uee[o[oSuad ‘NJANE UeeRyESnejRuUd
SEH[IQRIUNYY ‘UBIOJUBYNID ]
YSNSIS0T uep wnui() *dV'S ueduap rensas ueredsue ueeunssuad uep “UBBRIRYRPUIQID] ISensIuupy seyjensy| yqnd
‘ueSuenoy] ueiseq 'qnS  |‘ueSuendy ueiode] eped uedIesepioq 9sBIUSIO] o 001 UBBUIQUIDJ JSBIUISIO| UBUBAR[O] SEN[BNMEAUIRSUIUS]N| #
GVMVIONNODONVNIAd NVONNLIHONAd NVALVS | LADYVL NVIVSVS HOLVMIANI SIOALVULS NVHVSVS ON




INAS
uep wnyny ueieq ‘qng -
sewny uep 1sedisnie

"MV d ueynyeou Suek emon) udjedngey
Nd> ouoisiwoy yepunl uep eAujne|sid]

moy/uatedngey Ndy ©1088uy
elas ploy/uaredngey ydd uep

‘npuag  eres3udjaluay r1053UR nppem Iejue uenuessuad 1sutaold (TYdd ‘add “4dda eossuy
siyo] Seg  qng - ueymyeow yepay Suek dynijod reued yepung % 001 neA\ IBIUY UBIURSIOJ SRIUISIDJ
Was ueySueuawip Suek ejaySuas uesnind Nd> ueySueuawip
uep wnyny uerdeq ‘qng| ueduap ejaySuas uesnynd ynunjas ueySurpuequuay A 001 Fuek wmyny e1oySuag aSLIUISI |
‘wnu) ueyljrua /s eped wnyny
ejay3uas euas [1dig oo 1lemedad uep emon) ‘winyny ynpoid seuropur uep|
WNas uojednqey] wnw UBYIIUI ISTWOY] uawnyo(J BAUBIPISII] BHIS NNy
uep wmny ueideq ‘qng e1033ue 1o opoy ueie35uefod yepung % 001 uenjuEq UBP ISEYOADPE 9SEJUSIO ]
ESSELL C—u.._.:U:l—n-n_. mLE_L .——uf__uHK GL_..F_H-Z
o8y depeyua) ueesenguad uep ueSue[iySuad
‘ueyesnuduad 1pelia) edue) emor) usjedngey| (rpuoy eduey) rewep [Ipy uep Infnp ‘rewe(g
Nd¥ ya[o rewep uep uewe Suek vy uep uewe SueA UBYI[IWAJ /WINW ‘uell'y SueA UBYIIWI /N
uerseq ‘qng enwoag /W) UBYI[IWSJ UBBUBSYE[D] ISBIUISIA]] % 001 UBI[IWD] UBBBUBSYR[DJ ISBIUISIIJ ueI[wa BAUBUBSNR[ID]| ©
AVMVIONNDONVNIAd NVONNLIHONAd NVALVS | LADYV.L NVIVSVS HOLVMIANI SIOALVULS NVHVSVS ON






